BUPATI TEGAL

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL

NOMOR 19 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI

Menimbang :

KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

a. bahwa administrasi kependudukan merupakan salah

satu kebutuhan dasar masyarakat, sehingga
pemerintah  berkewajiban untuk memberikan
pelayanan dasar dengan sebaik-baiknya kepada

masyarakat tanpa harus membebani masyarakat;

bahwa penyelenggaraan administrasi kependudukan
telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Tegal Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan
Administrasi Kependudukan sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah
Kbupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2010 tentang

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;



Mengingat

bahwa terdapat beberapa ketentuan dalam Peraturan
Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang

harus disesuaikan dengan perkembangan saat ini;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tegal
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2010 tentang

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3019);

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang
Keimigrasian (Lembaran Negara Republikindonesia
Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3474);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang
Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan
Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Tahun 1992
Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3475);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak
Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3886);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun

2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
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Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5946);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 358,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang
Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4634);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5475);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undnag-Undang Nomor 15 Tahun 2019

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12
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12.

13.

14.

15.

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3050);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat
I Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986
Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3321);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang
Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan dan
Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4676);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
sebagaimana telah diubah dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
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Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6354);

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang
Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 184);

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten
Tegal Nomor 12 Tahun 2016, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Tegal Nomor 110) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun
2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor
12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah
Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor
7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal
Nomor 131).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL

Menetapkan :

dan

BUPATI TEGAL

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA
PERATATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 3
TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.



Pasal ]

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3
Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
(Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 41) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal
Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan
Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun
2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor
97), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 5, 21, 26, 27, 51 dan 52 diubah, angka 12
dan 13 dihapus, dan ditambahkan 3 (tiga) angka, yaitu angka 54, 55
dan 56, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Tegal.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya
disebut Dinas adalah perangkat daerah kabupaten selaku
instansi pelaksana yang membidangi urusan administrasi
kependudukan.

6. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang
selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah pejabat yang diberi
tugas utuk memimpin Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil.

7. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja
di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Tegal.

8. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh
Pemerintah Pusat kepada Daerah Otonom berdasarkan asas

otonomi.
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11.

12.
13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas,
tanggung jawab, wewenang dan hak Pegawai Negeri Sipil dalam
satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan
pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat
mandiri.

Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan
dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data
Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil,
pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta
pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan
pembangunan sektor lain.

Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang
bertempat tinggal secara sah di wilayah Kabupaten Tegal .
Dihapus.

Dihapus.

Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia
asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-
undang sebagai Warga Negara Indonesia.

Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia
(sebagai pemegang izin tinggal terbatas atau izin tinggal tetap).
Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disingkat KUA, adalah
satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai,
dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi Penduduk yang beragama
Islam.

Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman
bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai
perkara tertentu.

Dihapus.

Kepala Desa/Kelurahan adalah Kepala Desa/Kepala Kelurahan di
Kabupaten Tegal.

Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan
oleh Dinas yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti
autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk
dan Pencatatan Sipil.

Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data
agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran
penduduk dan pencatatan sipil.

Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk,

pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan
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24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta
penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau
surat keterangan kependudukan.

Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk
yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap
penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda
Penduduk dan atau surat keterangan kependudukan lainnya
meliputi kelahiran, kematian, pindah datang, perubahan alamat,
serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.

Nomor Induk Kependudukan, yang selanjutnya disingkat NIK,
adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas,
tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai
penduduk Indonesia.

Kartu Keluarga, yang selanjutnya disingkat KK, adalah kartu
identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan
hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat
KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi dengan cip
yang merupakan identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri
yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten/Kota  atau Unit Pelaksana  Teknis Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang
dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau Unit
Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan
pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang pada
Dinas yang pengangkatannya didasarkan pada Peraturan
Perundang-undangan.

Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang
meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian,
pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak,
perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
Kelahiran adalah peristiwa kemunculan atau pemisahan lengkap
bayi dari ibunya yang ditandai setelah pemisahan tersebut bayi

menunjukan bukti-bukti kehidupannya.
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Lahir Mati adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang
berumur paling sedikit 28 (duapuluh delapan) minggu pada saat
dilahirkan tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan;
Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan
seorang wanita sebagai suami isteri sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan.

Perceraian adalah putusnya perkawinan yang hanya dapat
dilakukan di depan Sidang Pengadilan.

Kematian adalah tidak adanya secara permanen seluruh
kehidupan pada saat manapun setelah kelahiran hidup terjadi.
Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk
mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga
orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggungjawab
atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke
dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan
putusan atau penetapan pengadilan.

Pengakuan Anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap
anaknya yang lahir diluar ikatan perkawinan sah atas
persetujuan ibu kandung anak tersebut.

Pengesahan Anak adalah pengesahan status seorang anak yang
lahir di luar ikatan perkawinan sah pada saat pencatatan
perkawinan kedua orang tua anak tersebut.

Perubahan nama adalah bertambah, berkurang atau bergantinya
nama seseorang yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan.

Perubahan  kewarganegaraan adalah  perubahan  status
kewarganegaraan seseorang yang ditetapkan sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan.

Peristiwa Penting Lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh
Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada Dinas, antara lain
perubahan jenis kelamin.

Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada
Orang Asing untuk tinggal di wilayah Indonesia dalam jangka
waktu yang terbatas sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada
Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Indonesia sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.
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50.

51.

52.

53.

54.

Petugas Registrasi adalah Pegawai yang diberi tugas dan
tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa
Kependudukan, Peristiwa Penting dan/atau Peristiwa Penting
Lainnya serta pengolahan dan penyajian Data Kependudukan di
Desa/Kelurahan.

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya
disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan
teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi
pengelolaan informasi administrasi kependudukan di Dinas.

Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan,
dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiannya.
Petugas Rahasia Khusus adalah petugas reserse dan petugas
intelijen yang melakukan tugas khusus diluar daerah domisilinya;
Dokumen identitas lainnya adalah dokumen resmi yang
diterbitkan oleh  Departemen/Lembaga Pemerintah  Non
Departemen atau Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat
yang terkait dengan identitas penduduk, selain dokumen
kependudukan;

Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan adalah penduduk
yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen
kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam, bencana
sosial dan orang terlantar.

Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan
yang tersimpan secara sistematik, terstruktur dan saling
berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat
keras dan jaringankomunikasi data.

Data Center adalah adalah tempat/ruang penyimpanan
perangkat yang menghimpun data kependudukan dinas.

Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada
petugas yang ada pada Penyelenggara, instansi pelaksana dan
Pengguna untuk dapat mengakses Basis Data Kependudukan
sesuai dengan izin yang diberikan,

Pengguna Data Pribadi adalah Instansi Pemerintah dan swasta
yang membutuhkan informasi data sesuai dengan bidangnya.
Keluarga adalah hubungan darah garis lurus ke atas dan ke
bawah.

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas)
tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Kartu

Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah identitas



resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17

tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas.

55.Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada

petugas yang ada pada Penyelenggara, instansi pelaksana dan

Pengguna untuk dapat mengakses Basis Data Kependudukan

sesuai dengan izin yang diberikan.

2. Ketentuan Pasal 3A ayat (1) dan ayat (2) diubah dan ayat (3) dihapus,

sehingga pasal 3A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3A

(1) Dinas sesuai tugas dan tanggung jawabnya wajib menerbitkan

dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagai

berikut:

a. biodata Penduduk;

b. KK;

c. KTP-el;

d. KIA;

e. surat keterangan kependudukan;
penduduk rentan Administrasi Kependudukan.

g. kelahiran;

h. lahir mati;

i. perkawinan

J. pembatalan perkawinan;

k. perceraian;

1. pembatalan perceraian;

m. kematian;

n. pengangkatan anak;

0. pengakuan anak;

p. pengesahan anak;

q. perubahan nama;

r. perubahan status kewarganegaraan;

s. Peristiwa Penting lainnya;

t. pembetulan akta;

u. pembatalan akta.

(2) Batas waktu pencatatan dan penerbitan dokumen sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung

sejak berkas persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.
(3) dihapus.



3. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga pasal 13 berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 13
Dokumen kependudukan meliputi :
a. Biodata Penduduk;
KK ;
KTP-el;
KIA;

=

o o

e. Surat Keterangan Kependudukan;

=

Akta Pencatatan Sipil.

4. Diantara Paragraf 3 dan Paragraf 4 BAB V Bagian Kedua, disisipkan 1
(satu) Paragraf yaitu Paragraf 3A dan diantara Pasal 16A dan Pasal 17
ditambahkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 16B, sehingga berbunyi
sebagai berikut :

Paragraf 3A
Kartu Identitas Anak

Pasal 16B

(1) KIA diterbitkan oleh Dinas bagi Anak WNI atau Anak Orang Asing
yang memiliki izin tinggal tetap yang berumur kurang dari 17
(tujuhbelas) tahun dan belum menikah.

(2) Penerbitan KIA adalah pengeluaran KIA baru, atau penggantian
KIA karena habis masa berlakunya, pindah datang, rusak atau
hilang.

(3) Persyaratan dan tata cara penerbitan KIA sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan Peraturan

Perundang-undangan.

5. Diantara Pasal 19 dan Pasal 20, disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal

19A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19A
(1) Pemberian Hak Akses Data Kependudukan diberikan oleh Menteri
kepada Penyelenggara dan Pengguna dengan mempertimbangkan
aspek perlindungan data perseorangan dan keamanan negara.
(2) Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri

atas :



a. data perseorangan: dan/atau
b. data agregat penduduk.

(3) Data perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,

wajib disimpan dan dilindungi kerahasiaannya oleh Negara.

(4) Persyaratan dan tata cara pemberian hak akses sebagaimana
dimaksud dalam Pasal (1) dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan

Peraturan Perundang-undangan.

6. Pasal 29 dihapus.

7. Pasal 30 dihapus.

8. Ketentuan Pasal 31 ayat (1) ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf d,
sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

(1) Dinas wajib melakukan pendataan Penduduk Rentan Administrasi

Kependudukan yang meliputi :

a. Penduduk korban bencana alam;
b. Penduduk korban bencana sosial;
c. Orang terlantar; dan

d. Komunitas terpencil.

(2) Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat

dilakukan di tempat sementara.

(3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan
sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Kependudukan untuk
Pendududuk Rentan Administrasi Kependudukan.

(4) Pasal 60 dihapus.

(5) Pasal 61 dihapus.

(6) Ketentuan Pasal 64 diubah, sehingga Pasal 64 berbunyi sebagai
berikut:



Pasal 64

(1) Denda administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dan
Pasal 63 masuk ke Kas Daerah.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administrasi berupa
denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dan Pasal 63 diatur

dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 9 NOVewm bey 2020

BUPATI TEGAL,

/Lé UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 9 MNoVember 2@0‘

SEKRETARIS DAE KABUPATEN TEGAL,

1

WIDODO JOKO MULYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2020 NOMOR |&
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH: (15-256/2020)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 15 TAHUN 2020

TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TEGALNOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG
PENYELENGGARAANADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

I. UMUM

Administrasi kependudukan merupakan salah satu kebutuhan dasar
masyarakat, sehingga pemerintah berkewajiban untuk memberikan
pelayanan dasar dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat tanpa
harus membebani masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan
kepada masyarakat dengan tidak membebani masyarakat dalam
pengurusan administrasi kependudukan maka sanksi administratif
berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa

Kependudukan maupun Peristiwa Penting ditiadakan.

II. PASAL DEMI PASAL
Pasal |
Cukup jelas.
Pasal II
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR “—f‘f



